
BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR ÿb TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN TRANSFER ALOKASI DANA GAMPONG,

DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA
DANA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI GAMPONG

DALAM KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transer Ke
Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka mendukung
Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021
dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi COVID-J9
dan Dampaknya, pada lampiran huruf A yang merincikan
Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan
Penghasilan Tetap bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2021, sehingga terdapat perubahan besaran
penyaluran masing-masing triwulannya, maka Peraturan
Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2021 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana Tamoanan
Penghasilan Tetap Bagi Gampong Dalam Kabupaten Aceh
Barat Tahun 2021, perlu diubah;

c.bahwa..
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah serta Dana Tambahan Penghasilan Tetap
Bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

8.Undang-Undang..
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8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

10.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5864);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

69/PMK.07/2021tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan

Keuangan Dana Desa;

16.Peraturan.
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16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transer Ke Daerah dan Dana Desa TA
2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi
COVID-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 1/ MK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah tun Dana Desa TA 2021
dalam rangka mendukung Penan nan Pandemi COVID-19
dan Dampaknya;

17.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nort < 2 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanÿ Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Qanun Kabup m Aceh Barat Nomor 9
Tahun 2017 tentang Perubahan ras Qanun Kabupaten
Aceh Barat Nomor 2 Tahun 201 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (i>n >aran Kabupaten Aceh
Barat Nomor 2 Tambahan Lembar Kabupaten Aceh Barat
Nomor 119);

18.Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 T.ihun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabir iten Aceh Barat
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabu ten Aceh Beret
Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat 228);

19.Peraturan Bupati Aceh Barat Noiru.< / Tahun 2014 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaian Atas Bebaxi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupan-i; Aceh Barat;

20.Peraturan BupatiAceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong;

21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 61 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana
Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Gampong dalam
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman

Penetapan Besaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah serta Dana Tambahan
Penghasilan Tetap bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh
BaratTahun 2021;

23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2021 tent?™

Mekanisme Pelaksanaan Transfer Alokasi Dana Gampong,

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Serta Dana

Tambahan Penghasilan Tetap Bagi Gampong Dalam

Kabupaten Aceh BaratTahun 2021;

MEMUTUSKAN..
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b. untuk penyaluran triwulan II, III dan IV dilaksanakan
dengan formula pagu setelah perubahan dikurangi dengan
penyaluran triwulan Idan jumlah tersebut dijadikan 100%
(seratus persen) sehingga penyaluran menjadi:
1. triwulan IIsebesar 40% (empat puluh persen);
2. triwulan IIIsebesar 30% (tiga puluh persen);
3. triwulan IV sebesar 30% (tiga puluh persen).

PeraturanBupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat.

Pasal II

Ditetapkandi Meulaboh
pada tanggal 3 2021M

1443 H

Upupati/acehbarat,

1. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 aJQvcub<r 2021 M

t* fkbfvC 1443 H

ÿ MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR : id,


